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ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Indonesia menghadapi tantangan
serius, terutama terkait pelanggaran Pemilu terhadap prinsip keadilan Pemilu, yang
mencakup isu netralitas kepala negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dinyatakan bahwa Presiden Jokowi telah
melakukan pelanggaran signifikan terhadap netralitas Pemilu. Pelanggaran ini
terwujud dalam bentuk keterlibatan aktif Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres
2024, yang diduga bertujuan untuk mendukung putra sulungnya, Gibran
Rakabuming Raka. Keterlibatan ini mencerminkan pelanggaran kode etik yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang kepala negara. Situasi ini diperparah oleh
lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, yang
gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyidikan, dan koordinasi yang
efisien antar lembaga. Sehingga Presiden Jokowi telah membuka praktik dinasti
politik, yang mana hal ini tentunya telah bertentangan dengan prinsip demokrasi
yang di anut oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptul untuk
mengeksplorasi kompleksitas permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teori
‘asabiyyah Ibnu Khaldun, teori etika politik Franz Magnis Suseno. Data
dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup literatur akademik, dokumen
perundang-undangan, dan laporan berita.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan Presiden Jokowi dalam
kampanye Pilpres 2024 merupakan pelanggaran serius terhadap etika politik yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin negara. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya perubahan atau revisi yang substansial dan penegakan
yang tegas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, khususnya pada Pasal 299, untuk menjamin integritas dan keadilan dalam
proses pemilu. Konsep ‘asabiyyah menjadi sangat relevan untuk memahami
dinamika keterlibatan Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2024, di mana
solidaritas kelompok dan loyalitas terhadap keluarga dapat menciptakan nepotisme.
Hal ini juga menekankan pentingnya sikap yang harus diambil oleh seorang kepala
negara agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dzalim, yang dapat merusak
fondasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kata Kunci: Pemilu Serentak 2024, Keterlibatan Presiden, Netralitas, Konsep
‘Asabiyyah



ABSTRACT

The simultaneous 2024 elections in Indonesia face serious challenges,
particularly regarding electoral violations against the principle of electoral justice,
which includes the issue of the neutrality of the head of state. In the Constitutional
Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXI1/2024, it was stated that President
Jokowi has committed significant violations of electoral neutrality. This violation
is manifested in the form of President Jokowi's active involvement in the 2024
presidential campaign, which is allegedly aimed at supporting his eldest son,
Gibran Rakabuming Raka. This involvement reflects a breach of the ethical code
that should be upheld by a head of state. The situation is exacerbated by the weak
law enforcement carried out by electoral oversight agencies, which have failed to
effectively perform their functions of supervision, investigation, and coordination
among agencies. Consequently, President Jokowi has opened the door to political
dynasty practices, which undoubtedly contradict the democratic principles upheld
by Indonesia.

This research employs a qualitative method with a legislative approach, case
approach, and conceptual approach to explore the complexities of the issue.
Utilizing Ibn Khaldun's theory of ‘asabiyyah and Franz Magnis Suseno's political
ethics theory, data is collected through literature review, including academic
literature, legal documents, and news reports.

The results of this study indicate that President Jokowi's involvement in the
2024 presidential campaign constitutes a serious violation of the political ethics
that should be upheld by a national leader. This research recommends the need for
substantial changes or revisions and strict enforcement of Law Number 7 of 2017
on General Elections, particularly Article 299, to ensure integrity and justice in the
electoral process. The concept of ‘asabiyyah becomes highly relevant to
understanding the dynamics of President Jokowi's involvement in the 2024
presidential campaign, where group solidarity and loyalty to family can create
nepotism. This also emphasizes the importance of the stance that a head of state
must take to avoid falling into unjust actions that could undermine the foundations
of democracy and public trust in the political system.

Keywords: 2024 Simultaneous Elections, Presidential Involvement, Neutrality,
Concept of ‘A
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
<
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
. Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
Dal D De
>
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J
. Zai Z zet
J
Sin S es
J
. Syin S es dan ye
g y y Yy




e Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ “ain koma terbalik (di atas)

. Gain G ge

i Fa F ef

8 Qaf Q ki

5| Kaf K ka

J Lam L el

- Mim M em

R Nun N en

P Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

& Ya Y ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

5 _.u:La Ditulis muta’addidah
sic Ditulis “ddah
C. Ta‘ Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
. ditulis hikmah
e ditulis ‘illah




(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

: '-:-'-I'j “}".i_‘_n,l;s ditulis karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

1o 'c'. EE’; ditulis karamah al-auliya’
D. Vokal Pendek
1 i Fathah ditulis A
2 _ Kasrah ditulis I
3 ~ Dammah ditulis U
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis A
O ditulis Istihsan
2 Fathah + ya’ mati ditulis A
Gj_ﬁ ditulis Unsa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis I
! =l ditulis al-‘Alwanit
4 Dammah + wawu mati ditulis U
(,,JJ; ditulis ‘Ulim
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F. Vokal Rangkap

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan

1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
pergs ditulis Gairihim
2 Fathah + wawu mati ditulis Au
Jé ditulis Qaul
G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
?‘”H ditulis a’antum
Caae ditulis u’iddat
N B d‘j ditulis la’in syakartum
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a. Biladiikuti huruf Qamariyah
o Al ditulis Al-Qur’an
oelaall ditulis al-Qiyas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di
tagan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini
menunjukan bahwa rakyat memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk
secara demokratis memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan dan
melayani seluruh masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat yng bertugas
mengawasi pemerintahan.! Realisasi dari kedaulatan rakyat diselenggarakan
secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Partisipasi langsung rakyat dalam Pemilu merupakan salah satu wujud
keterlibatan rakyat dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia,
Pemilu diselenggarakan dalam berbagai bentuk dengan beragam sistem
berbeda. Berdasarkan sejarah, Pemilu pada tahun 2004 menandai Pemilu
pertama di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya,
pada Pemilu 2019 membawa regulasi baru mengenai Pemilu menjadi tonggak

sejarah dalam catatan demokrasi Bangsa Indonesia.

! Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109



Disahkannya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
membawa pengaruh signifikan bagi terselenggaranya pemilu legislatif dan
pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak pada tahun
2019 di seluruh Indonesia.? Pada tanggal 14 Februri 2024, Pemilu serentak
digelar untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.® Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk
memilih gubernur, bupati dan wali kota dijadwalkan berlangsung serentak di
seluruh daerah pada tanggal 27 November 2024. Namun masyarakat, pengamat
politik dan sejarawan menghadapi tantangan dan catatan sejarah setelah Pemilu
serentak yang berlangsung pada 14 Februari 2024.

Menurut penjelasan salah satu anggota Bawaslu, Umi Illiyana mengatakan
bahwa tantangan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 diperkirakan akan jauh
lebih berat dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019. Menurut indeks
kerawanan Pemilu yang mencakup beberapa aspek seperti netralitas, beban
kerja, polarisasi masyarakat, money politic, dan isu SIREKAP.* Berdasarkan
indeks kerawanan tersebut, salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah
netralitas. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
didefinisikan sebagai kondisi dan sikap yang tidak memihak, atau dengan kata

lain bersifat bebas dari pengaruh pihak manapun. Terdapat dua indikator

2 Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak,” Jurnal Moderat, Vol. 5 : 3
2019.

3 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, “Tantangan dan Catatan Pemilu Serentak 2024:
Beban Kerja, Money Politik, hingga Gentong Babi”, https:/fisipol.ugm.ac.id/tantangan-dan-
catatan-pemilu-serentak-2024-beban-kerja-money-politic-hingga-gentong-babi/ , diakses pada 1
Mei 2024.



https://fisipol.ugm.ac.id/tantangan-dan-catatan-pemilu-serentak-2024-beban-kerja-money-politic-hingga-gentong-babi/
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utama netralitas politik, menurut La Ode Muh. Yamin, yaitu tidak terlibat
dalam kampanye calon kandidat, baik sebagai anggota tim sukses calon
kandidat selama kampanye atau sebagai peserta kampanye tidak memihak,
seseorang dapat terlibat baik dengan menggunakan artibut partai atau atribut
Pegawai Negeri Sipil (PNS).>

Berdasarkan indikator di atas, beberapa bulan lalu selama masa Pilpres
2024, terjadi sejumlah pelanggaran terhadap prinsip netralitas oleh Aparatur
Sipil Negara (ASN). Pelanggaran tersebut meliputi keterlibatan dalam kegiatan
yang berkaitan dengan kampanye, pemanfaatan sarana negara terkait dengan
tanggung jawab jabatan, mengambil tindakan yang mengarah pada
keberpihakan terhadap pasangan yang akan menjabat sebagai presiden dan
wakil presiden, serta membuat keputusan yang memihak. Salah satu kasus
yang ditemukan pada saat pilpres 2024 mengenai netralitas bukan hanya ASN
saja, melainkan presiden juga terindikasi terlibat adanya keberpihakan terhadap
calon presiden dan wakil presiden.

Ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2024 terlihat jelas
melalui pernyataan pers yang disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma
pada Rabu, 24 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyatakan
bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berpihak dan berkampanye

dalam Pemilu 2024, asalkan tidak memanfaatkan fasilitas negara.® Pernyataan

5> Asbudi Dwi Saputra, Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019, Jurnal I La Galigo, Vol 3: 2, 2020,
him. 9.

Tim Detikcom, “Kata Jokowi Presiden Boleh Memihak dan Kampanye Tuai Pro Kontra”,
https://news.detik.com/pemilu/d-7159223/kata-jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-kampanye-
tuai-pro-kontra , diakses pada 3 Mei 2024.
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ini didasarkan pada Pasal 299 UU No.7 Tahun 2017. Presiden Joko Widodo
menilai bahwasannya presiden sampai menteri itu boleh berkampanye karena
mereka merupakan pejabat publik sehingga mereka ada hak demokrasi dan
juga ada hak politik. Namun pernyataan presiden tersebut memicu reaksi pro
dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari masing-masing kubu tim
pasangan calon.

Sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada langkah atau keputusan
yang dapat berpotensi menguntungkan salah satu kandidat presiden dan wakil
presiden. Seharusnya, presiden menganut asas-asas Pemilu yang menekankan
keadilan, karena seyoginya presiden itu harus bersikap netral tanpa berpihak
kepada salah satu peserta Pemilu. Eksistensi asas Pemilu sendiri sangat
diperlukan, karena Pemilu berfungsi sebagai dasar pemikiran, prinsip-prinsip
yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu Pemilu harus tetap konsisten
nilai-nilai universalnya.’

Jika keberpihakan presiden terwujud dalam bentuk kebijakan atau
keputusan tertentu yang memanfaatkan fasilitas negara atau kemampuannya
untuk mengalahkan salah satu peserta Pemilu, tentunya tindakan ini bisa
berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini disebabkan oleh

sentralisasi kepemimpinan tertinggi yang menjadi lebih lemah bagi pejabat di

27.

7 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), him.



tingkat bawah dan tidak memberikan kebebasan kepada orang-orang di luar
hierarki®

Terkait pernyataan Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden
diperbolehkan untuk berkampanye, hal ini dianggap sebagai bentuk
keterlibatan dalam kampanye pemilihan presiden 2024 dan telah digugat ke
Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXI1/2024.°
Dalam amar putusannya, MK memerintahkan presiden untuk bersikap netral
dan menghindari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) sebagai sarana untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemungutan
suara ulang.

Di dalam gugatan tersebut menyebutkan beberapa kasus mengenai
keterlibatan Presiden Jokowi dalam pilpres 2024. Yaitu diantaranya Presiden
Jokowi mendukung pasangan nomor urut 2 dengan menyumbangkan dana
untuk memenangkan mereka, adanya polarisasi bantuan sosial yang dilakukan
oleh Jokowi dalam kunjungannya, Presiden menempatkan beberapa orang dan
juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dalam menyeleksi
penyelenggaraan Pemilu, keterlibatan aparat negara dengan dan juga kasus
mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa presiden itu
boleh ikut berkampanye.

Menurut Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXI1/2024, sikap dan
tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinilai melanggar etika

politik dan pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan
Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang

8 Miftah Thoha, Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2014) him. 14.
® Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 1 /PHPU.PRES-XX11/2024.



menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

Tujuan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu adalah untuk
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan.'! Jika dilihat etik
secara keseluruhan, maka bukan hanya berbicara mengenai positif dan negatif,
melainkan lebih dari itu, yaitu berperilaku secara benar, baik, dan jujur.?
Meskipun etik dan rasa keadilan publik itu secara normatif An Sich, dalam
UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur etika dan cara presiden harus adil.

Namun Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang sumpah dan janji presiden
dan wakil presiden dapat digunakan sebagai landasan terkait etika dan keadilan
presiden.® Selain itu di dalam prinsip Pemilu ada yang namanya integritas.
Kemudian tindakan Presiden Jokowi tersebut tidak hanya melanggar kode etik
saja, melainkan sudah melanggar integritas Pemilu, yaitu Presiden Jokowi
tidak melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk mengawasi
setiap tahapan proses Pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterlibatan
tindakan seorang presiden dalam kampanye pemilihan presiden, khususnya
melalui kajian terhadap peran presiden yang bukan petahana dalam kampanye
Pilpres 2024. Dengan judul penelitian “KETERLIBATAN PRESIDEN

DALAM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL

10 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI1/2024, him. 1080.

11 Sudino Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2010), him. 207.

12 Ismail Nurdin, Etika Pemerintahan Norma, konsep, Dan Praktek etika Pemerintahan,
(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), him. 3.

8Delfina Gusman, “Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui
Mekanisme Impeachment”’, Unes Law Review, Vol 5:4, 2023, him. 2079.



PRESIDEN 2024 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1/PHPU.PRES-XXI1/2024).” Dengan demikian penelitian ini
berupaya untuk mengeksplorasi implikasi hukum dan etika dari keterlibatan
tersebut, serta menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi

mempengaruhi dinamika politik dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada

dasarnya telah dijelaskan dan diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024
sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PHPU.PRESS-XXI1/2024?

2. Bagaimana konsep ‘asabiyyah dalam konteks Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XX11/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu
2024 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1/PHPU.PRES-XXI11/2024
b. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi  No.
1/PHPU.PRES-XXI1/2024 tentang keterlibatan presiden dalam

kampanye pemilihan presiden 2024 menurut konsep ‘asabiyyah



2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, Kegunaan yang hendak dicapai antara lain sebagai

berikut:

a.

1)

2)

1)

2)

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi
para mahasiswa dan pakar hukum tata negara dalam masalah sengketa
pemilihan umum terkait keterlibatan presiden dalam kampanye
pemilihan presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.
1/PHPU.RES-XXI11/2024

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi telah
selanjutnya mengenai sengketa pemilihan umum terkait keterlibatan
presiden dalam pemilihan umum.

Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
dan pengetahuan mengenai Pemilu, khususnya terkait dengan
keterlibatan presiden dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu,
penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar
sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara
(Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

mampu memberikan solusi terhadap kegelisahan yang muncul di

masyarakat sehubungan dengan kontestasi pemilihan presiden 2024.



D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis belum menemukan informasi yang spesifik
mengenai karya ilmiah yang sesuai dengan tema penulis. Tetapi penulis
menemukan beberapa literatur dalam bentuk jurnal dan karya ilmiah lain yang
bisa dijadikan penunjang penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mencegah
terjadinya plagiasi, penting untuk memahami perbedaan antara penelitian yang
dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada
sebelumnya, diantaranya:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Al-
Ma’wa dengan judul “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan
Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVI11/2019
Perspektif Siyasah”. Permasalahan inti dalam penelitian ini berkaitan dengan
hak presiden dan wakil presiden petahana dalam melaksanakan kampanye.
Namun calon presiden petahana yang masih menjabat sebagai Presiden
Republik ~ Indonesia  harus mematuhi  kewajiban mempertahankan
kelangsungan tugas penyelengaraan negara, serta memperhatikan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden dan wakil presiden.'*

Perbedaan antara skripsi yang akan penulis teliti dengan penelitian
sebelunya terletak pada objek yang diteliti. Penulis berfokus pada hak presiden
boleh berkampanye dan memihak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor No. 1/PHPU.RES-XXI1/2024 sedangkan dalam penelitian Al-Ma’wa

14 Al-ma’wa, “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah”, Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
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fokus pada objek penelitian diberikan hak berkampanye kepada calon presiden
petahana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-
XVI11/2019.

Karya kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh
Muhammad Hilmi dengan judul “Implementasi Netralitas Aparatarur Sipil
Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”
Permasalahan inti dalam penelitian ini adalah banyaknya pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang gagal menjaga netralitas dalam pemilihan umum
presiden dan wakil presiden. Tindakan ini sebenanrnya telah melanggar
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.*®

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek
penelitiannya. Penulis berfokus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh
presiden pada pemilihan presiden 2024, sedangkan dalam penelitian
Muhammad Hilmi fokus pada objek pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil
Negara secara keseluruhan.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah karya tulis ilmih berbentuk jurnal
yang disusun oleh Rafli Akram Kurniansyah, Deddy Mulyana, Rachmi Kurnia
Siregar, Harningsih dengan judul “Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden

2024 (Analisis Framing Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di

15> Muhammad hilmi, “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (2019).
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Tempo.co).” Permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu media menyoroti
potret kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo
menjelang Pilpres 2024 yang semakin hari semakin erat hubungannya.
Memperkuat dugaan adanya keberpihakan di antara keduanya. Terutama
terkait potret kekompokan keduanya hadir dalam acara makan malam berdua.*®

Perbedaan antara skripsi yang akan penulis teliti secara menyeluruh
terletak pada objek penelitiannya. Penulis berfokus pada tindakan-tindakan
Presiden Jokowi secara keseluruhan yang diidentifikasi berpihak kepada
paslon nomor 2. Sedangkan dalam penelitian Miftahul Jannah fokus pada objek
penelitian membandingkan tanggapan isu terkait makan malam Presiden
Jokowi dan Prabowo yang diduga adanya keterlibatan diantara keduanya.

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah karya tulis ilmiah berbentuk
jurnal yang disusun oleh Moch. Nurhasim dengan judul “Potensi Pelanggaran
Etik Pada Pemilu Paralel 2024.” Permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu
kecenderungan pelanggaran etik pada tahapan Pemilu sebelumnya berpotensi
bisa terulang kembali pada Pemilu paralel 2024.  Sehingga untuk
mengantisipasi terkait pelanggaran etik yang perlu dilakukan oleh KPU dan
Bawaslu beserta jajarannya adala menjadikan kasus-kasusu persidangan etik
DKPP menjadi bagian dari mitigasi risiko organisasi.'’

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek

penelitiannya. Penulis berfokus pada pelanggaran etik yang dilakukan oleh

16 Rafli Akram, dkk, Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing
Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di Tempo.co), Jurnal Lugas, Vol. 8: 1, 2024.

1" Moch. Nurhasim, “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024, Jurnal Etika
dan pemilu Vol 7: 2 (2021).
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presiden pada Pilpres 2024 dan implikasi dari pelanggaran etik tersebut.
Sedangkan dalam penelitian Moch. Nurhasim fokus pada objek penelitian
kasus-kasus pada tahun sebelumnya dan dijadikan pembelajaran untuk

mengantisipasi pelanggaran etik yang akan terjadi pada Pemilu 2024.

E. Kerangka Teori
1. Teori Etika Politik
Etika, yang berasal dari bahasa Yunani “ethos”, mencakup berbagai makna
seperti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak,
perasaan, sikap, dan cara berfikir.!® Politik seharusnya berlandaskan pada
etika, mengingat hal-hal krusial dalam kehidupan masyarakat dan negara.
Ketika etika diabaikan dari kehidupan politik, konsekuensinya adalah
munculnya praktik politik yang negatif, di mana tindakan yang dilakukan
secara sembarangan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan

norma, serta bertindak seolah-olah dalam positifistik.

Teori etika politik yaitu kajian mengenai standar moral yang berlaku
dalam aktivitas politik, yang mana di dalamnya mencakup prinsip-prinsip
moral yang mengarahkan tindakan politisi, kebijakan pemerintahan, dan
institusi politik. Selain itu, etika politik menilai apakah tindakan politik
tertentu itu adil atau tidak adil, benar atau salah, atau berdasarkan norma-
norma moral. Etika politik menuntut setiap pejabat dan partai politik untuk

bertindak dengan integritas, amanah, kerendahan hati, serta bersedia

18 Eko Handoyo, dkk, Etika Politik, (Semarang: Widya Karya, 2016), him. 1
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mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti melakukan kesalahan.
Tetapi etika politik tidak hanya terkait dengan cara perilaku politisi,
melainkan bersangkutan juga dengan kebiasaan di bidang sosial, budaya,
hukum, politik, dan ekonomi.®

Etika politik menurut Franz Magnis bukan hanya tentang bagaimana
seorang individu bertindak dalam ranah politik, melainkan mencakup
terhadap sistem politik dan kebijakan berdampak pada masyarakat.
Menurutnya, etika politik berperan sebagai alat teoritis untuk
memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan legitimasi politik
dengan cara yang bertanggung jawab secara rasioanl, objektif dan
argumentatif. 2 Hal ini dikarenakan Franz Magnis lebih menekankan
terhadap pentingnya keadilan sosial dalam politik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Etika Politik sebagai
landasan normatif untuk menganalisis keterlibatan presiden dalam
kampanye calon presiden dan wakil presiden 2024 sesuai dengan standar
moral yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin, serta
implikasinya terhadap proses demokrasi dan keadilan di Indonesia.

2. ‘Asabiyyah
Ashabiyyah berasal dari bahasa Arah yaitu («=xill), yang berarti
fanatisme. Secara etimologi, ‘asabiyyah bermakna ikatan yang kuat antara

seseorang dengan kelompoknya dan kesungguhan memegang prinsip dan

19 Ibid, him. 60.
20 Hardiman, Budi F., dkk, Frans Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya, (Jakarta:
Kompas, 2016), him. 68.
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nilai yang dianut oleh kelompok tersebut.?! Istilah ini menggambarkan
individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelompok atau
jamaahnya, siap membela dan mempertahankan prinsip-prinsip yang
diyakininya. Namun, konsep ini lebih luas, mencakup semangat golongan
yang mendalam di antara anggota suatu kelompok. ‘Asabiyyah
mencerminkan ikatan yang kuat, baik berdasarkan pertalian darah,
kebangsaan, maupun persatuan ideoogis.

Menurut Muhammad Mahmud Rabie’ ‘asabiyyah merupakan suatu
jalinan sosial yang berperan penting dalam membangun kesatuan suatu
bangsa, di mana ikatan itu dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan
persekutuan. Sementara Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa,
menegaskan bahwa ‘asabiyyah berfungsi sebagai faktor penggerak
kekuasaan, mendorong pendukungnya untuk terus maju dan
memperjuangkan demi kepentingan bersama.?? Sehingga ‘asabiyyah tidak
hanya sekedar hubungan emosial, melainkan juga merupakan kekuatan
yang dapat memobilisasi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan
kolektif.

Ibnu Khaldun mengkategorikan istilah ‘asabiyyah ke dalam dua
pengertian. Pertama, ‘asabiyyah dalam makna positif merujuk pada
konsep persaudaraan yang membentuk solidaritas sosial dalam

masyarakat. Dalam konteks sejarah peradaban Islam, konsep ini

21| _uis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-4 ’lam, (Beirut: Dar al-Masyriqg, 1986), him.
285.

22 Wendy Melfa, dan Solihin Siddig, Paradigma Pengembangan Masyarakat: Studi
Epistemologis Pemikiran Ibnu Khladun, (Lampung: Matakata, 2007), him. 88
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mendorong individu untuk saling bekerjasama, mengesampingkan
kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban terhadap sesama. Di sisi
lain, pengertian kedua dari ‘asabiyyah bersifat negatif, yaitu menimbulkan
kesetiaan dan fanatisme yang tidak didasarkan pada kebenaran. Fanatisme
semacam ini berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kebenaran
yang seharusnya ada dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

Dalam pembentukan ‘asabiyyah, Ibnu Khaldun menekankan bahwa
agama memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan
persatuan antar masyarakat. la berpendapat bahwa semangat persatuan
yang dihasilkan melalui pengaruh agama tidak dapat ditentukan oleh
faktor-faktor lain. Agama menurut Ibnu Khaldun sendiri memiliki visi
yang mampu meredakan pertentangan dan perbedaan di antara rakyat,
sehingga menciptakan kesatuan tujuan untuk berjuang bersama dalam
menegakkan nilai-nilai agama.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan ‘asabiyyah
menurut Ibnu Khaldun. Kegunaan teori untuk membantu dalam
memahami bagaimana Kketerlibatan presiden dalam pemilu dapat
menciptakan polarisasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang dapat

mengganggu stabilitas politik dan sosial.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
meneliti berbagai sumber hukum guna memperoleh bahan hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan seperti, buku, artikel, jurnal, peraturan
perundang-undangan dan karya tulis ilmiah lainnya mengenai keterlibatan
presiden dalam kampanye Pilpres 2024 (studi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI11/2024).

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan penelitian ini penulis
dapat menjelaskan secara sistematis mengenai Keterlibatan Presiden
Dalam Pilpres 2024 (Studi Putusan Mahakamah Konstitusi No.
1/PHPU.PRES-XXI1/2024) berdasarkan sumber literatur yang telah

penulis kumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk
menganalisis berbagai peraturan yang relevan dengan permasalahan yang

dibahas. Sementara, pendekatan kasus digunakan untuk mengeksplorasi
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kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam

penelitian ini, dengan mengaitkannya pada teori ‘asabiyyah.

4. Sumber Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua
sumber penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Berikut rinciannya:
1) Bahan hukum primer berupa:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES/XXI1/2024.
2) Bahan hukum sekunder berupa:
a. Buku tentang hukum
b. Jurnal hukum dan skripsi hukum

c. Artikel-artikel hukum dan karya-karya ilmiah hukum yang relevan

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun
penelitian ini meliputi kajian dan analisis terhadap berbagai sumber
penelitian, karya tulis ilmiah, dan dokumentasi objek lainnya yang relevan
dengan topik penelitian yang dibahas. Penulis mengumpulkan informasi
dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk

mendukung penelitian ini.
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6. Analisis Data
Penulis kemudian melakukan analisis kepada data yang telah dikumpulkan
dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode deduktif tersebut
menggunakan analisis teori-teori yang telah ditemukan, yang kemudian
diterapkan dalam kasus yang terjadi. Penelitian ini dimulai dari penjelasan

latar belakang masalah yang berkaitan dengan kasus yang di angkat.

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasa terkait keterlibatan
presiden dalam kampanye Pilpres 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI1/2024.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan
kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan pembahasan yang lebih mendalam mengenai teori
etika politik, dan teori “asabiyyah. Dalam bab ini, penulis memaparkan kedua
teori tersebut dengan isu yang di bahas, yaitu keterlibatan presiden dalam
kampanye presiden dan wakil presiden 2024.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi latar belakang, bentuk keterlibatan
presiden, dan disetting opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

1/PHPU.PRES-XXI1/2024
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Bab keempat, merupakan hasil analisis yang memuat keterlibatan presiden
dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI1/2024
dianalisis menggunakan teori ‘asabiyyah dan etika politik

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Kedaulatan rakyat, yang diamanatkan dalam UUD 1945 menuntut partisipasi
aktif masyarakat dalam pemilihan umum sebagai wujud pemerintahan yang
demokratis. Namun dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ternyata tidak sepenuhnya
sesuai dengan amanat UUD 1945. Melainkan adanya ketidaksesuaian antara
harapan dan kenyataan, terutama dalam hal netralitas pejabat publik, termasuk

Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Wiododo menyatakan bahwa presiden dapat mengikuti
kampanye telah memicu spekulasi dan kontroversi dari berbagai pihak.
Tindakan ini kemudian memicu gugatan hukum yang diajukan oleh pasangan
calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu yaitu Anis Baswedan dan
Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara
1/PHPU.PRES-XXI1/2024. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan

dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Keterlibatan Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam Pilpres
2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-
XXI1/2024 menunjukan bahwa tindakan presiden yang aktif dalam
kampanye dan menyatakan dukungannya kepada calon tertentu melanggar
etika politik dan prinsip keadilan pemilu yang seharusnya dijunjung tinggi

dalam sistem demokrasi. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan
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ketidakadilan bagi paslon lain yang tidak memiliki akses yang sama
terhadap sumber daya dan pengaruh, tetapi juga berpotensi merusak
legitimasi dan integritas pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, etika politik
dan prinsip keadilan pemilu harus saling mendukung untuk memastikan
bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari
intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya.

Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXI11/2024
ditinjau dari ‘asabiyyah menunjukan bahwa keterlibatan Presiden Jokowi
dalam kampanye Pilpres 2024, terutama dalam mendukung putra
sulungnya mencerminkan praktik nepotisme yang berpotensi merusak
integritas demokrasi dan prinsip keadilan pemilu. Tindakan ini tidak
hanya mencederai netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh
seorang pemimpin, tetapi juga membuka jalan bagi praktik politik dinasti
yang dapat mengancam tata nilai demokrasi di Indonesia. Dalam konteks
ini, 'asabiyyah yang seharusnya menjadi ikatan solidaritas sosial justru
terdistorsi menjadi loyalitas yang sempit, yang mengutamakan
kepentingan kelompok atau keluarga di atas kepentingan masyarakat luas.
Hal ini berpotensi menciptakan budaya impunitas dan ketidakadilan yang
berkepanjangan, di mana keputusan-keputusan politik tidak lagi
didasarkan pada kompetensi dan integritas, tetapi pada hubungan darah

dan kepentingan pribadi
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pemilu

terutama mengenai keterlibatan presiden dalam kampanye ke depan:

1. Belum adanya penegasan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, khususnya pada Pasal 299, mengenai hak presiden untuk
berkampanye. Pasal tersebut seharusnya secara eksplisit ditujukan kepada
presiden petahana yang mencalonkan diri untuk periode kedua, namun
rumusan yang ada justru membuka celah bagi penafsiran yang dapat
disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan penegasan yang
lebih tegas dalam peraturan ini untuk memastikan bahwa semua peserta
Pemilu, termasuk presiden, dapat bersaing secara adil dan setara, serta
menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

2. lembaga independensi penyelenggara dan pengawas Pemilu harus
diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Revisi dan penegasan peraturan yang mendukung netralitas ini sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat
berjalan dengan efektif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari
masyarakat.

3. Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk potensi

pencabutan hak politik bagi mereka yang terbukti melanggar batas
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